BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 4z TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat

Daerah Tahun 2025-2029;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);



_2-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
845);




10.

11.

12.
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Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir Tahun 2018-2038 (Lembaran
Daerah Kabupaten Penukal Abab  Lematang ilir
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1
Tahun 2018);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019
Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2019);
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025-
2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2025 Nomor 4);




Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir;

Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah  dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu
tahun 2025-2029;

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun yaitu tahun 2025-2029;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun;

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun;

10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu tertentu;




11.

12.

13.

14.

15.

16.

(1)

(2)

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/
Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil
(outcome) program Perangkat Daerah;

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan;

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai
hasil (outcome) suatu program; '

Sub Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai
hasil (outcome) suatu kegiatan;

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua
Daerah; dan

Urusan Pemerintahan Pilihan adalahUrusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah

sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029
Pasal 2

Renstra  Perangkat Daerah  Tahun  2025-2029
merupakan Penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029;

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat
tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan

Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat

Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan
bersifat indikatif; dan




(3) Renstra Perangkat Daerah Tahun  2025-2029

(1)

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) menjadi

pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun

Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan

penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Renstra  Perangkat Daerah  Tahun  2025-2029

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri atas

Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut :

a.
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Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Inspektorat Daerah;

Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

RSUD Talang Ubi (H.Anwar Mahakil);

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Sosial;

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak;

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
Satuan Polisi Pamong Praja;

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
Dinas Perikanan;

Dinas Pertanian;

Dinas Ketahanan Pangan;

Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian;

Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;




Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;  §
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

Z. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

aa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

ab. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

ac. Badan Riset dan Inovasi Daerah;

ad. Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia;
ae. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
af. Badan Pendapatan Daerah,;
ag. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
ah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
ai. Kecamatan Talang Ubi;
aj. Kecamatan Tanah Abang;
ak. Kecamatan Penukal;
al. Kecamatan Abab; dan
am. Kecamatan Penukal Utara.
(2) Renstra  Perangkat Daerah Tahun  2025-2029
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN,
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

BABIII : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

ARAH KEBIJAKAN
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BABIV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

BAB V : PENUTUP
BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH
Pasal 5

(1)

3)

(4)

(5)

(6)

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat
Daerah.

Dalam hal evaluasi dari hasil pengendalian dan evaluasi
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan
perbaikan /penyempurnaan.

Kepala  Perangkat Daerah  melaporkan  hasil
pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah
kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

Kepala Bappeda menggunakan laporan  hasil
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra
Perangkat Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan
RPJMD.

Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Bupati melalui kepala Bappeda menyampaikan
rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk
ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil
tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati
melalui kepala Bappeda.




BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Mir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tangg |le sePremEr -4
RITPATT PENTIKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASUGIANTO

Diundangkan di Talang Ubi

pada tanggal ...1s SePTEMBER ZO%
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAIL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ...
NOMOR ...



Lenovo
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    dto


